Tingkatkan Perekonomian Desa, Pemprov Kalsel Terus Upayakan Pengembangan
Produk Unggulan Perdesaan

Sumber gambar:
https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/07/tingkatkan-perekonomian-desa-pemprov-

kalsel-terus-upayakan-pengembangan-produk-unggulan-perdesaan/

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya mengembangkan produk
unggulan perdesaan yang berkualitas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di
desa.

“Hal ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang selalu bergerak
dalam memajukan desa. Kita tahu pengembangan produk unggulan perdesaan memiliki
beragam tujuan dari jangka menengah dan panjang pengembangan produk unggulan
dapat berdampak dalam meningkatkan daya saing desa, mempercepat pemerataan desa,
dan menguatkan pembangunan daerah,” ucap Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried
Fakhmansyah pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Produk Unggulan Desa, Banjarmasin,
Rabu (7/6/2023) sore.

Faried menginginkan, dari Bimtek ini dapat membawa dampak dalam
meningkatkan pemasaran produk unggulan desa, produktivitas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) selaku afiliator produk unggulan desa, produktivitas komoditas pertanian
dan peternakan, serta produktivitas lahan perdesaan.

Dijelaskan Faried, pengembangan produk unggulan desa merupakan program
pertama dari empat prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
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Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam program pemanfaatan dana desa agar dapat
terus meningkatkan perekonomian desa.

“Sehingga dari pengembangan produk unggulan perdesaan maka masyarakat desa
dan pemerintah desa bisa merasakan banyak manfaat, misalnya meningkatnya
pendapatan masyarakat desa, pendapatan asli desa maupun Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) kabupaten,” tutur Faried.

Faried pun menyebutkan, masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan para
pengelola dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas, dan pemasaran hasil produk
unggulan.

“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten agar dapat memberikan dukungan dana
untuk pembinaan dan pengembangan produk unggulan perdesaan diwilayahnya masing-
masing, mendorong terbitnya berbagai regulasi di daerah yang mengatur dan
memfasilitasi pengembangan produk unggulan perdesaan, serta mengembangkan
jaringan usaha dan permodalan, terutama kerjasama dengan perusahaan melalui CSR,”
kata Faried.

Sumber berita:
1. bttps://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/07/tingkatkan-perekonomian-desa-

pemprov-kalsel-terus-upayakan-pengembangan-produk-unggulan-perdesaan/ , 7 Juni

2023
2. http://www.sinarpagibaru.id/home/index/Beranda/472, 11 Juni 2023.

Catatan:
1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris 2


https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/07/tingkatkan-perekonomian-desa-pemprov-kalsel-terus-upayakan-pengembangan-produk-unggulan-perdesaan/
https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/07/tingkatkan-perekonomian-desa-pemprov-kalsel-terus-upayakan-pengembangan-produk-unggulan-perdesaan/

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan
lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010) sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP
23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak
melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral
atau batubara; dan/atau

c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau

bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
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daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB Il PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi
Desa merata; dan

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa;

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

C. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa

kelaparan;
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d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat
secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam
sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa;
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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